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RINGKASAN

Irmalia Utami. Desember 2024. PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN
PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
371/Pdt.G/2022/PA Tgr). Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing : H. Rachmadi
Usman.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang
bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan asas monogami. Namun, undang-
undang memberikan pengecualian terhadap poligami dengan syarat tertentu, seperti
ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, adanya cacat fisik atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan, atau ketidakmampuan istri untuk memiliki keturunan,
yang disertai persetujuan istri dan izin dari Pengadilan Agama. Meski demikian, masih
sering terjadi praktik poligami ilegal tanpa persetujuan istri atau tanpa izin pengadilan,
yang melanggar prinsip Hak Asasi Manusia mengenai hak istri terkait persetujuan
poligami dalam perkawinan. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, pembatalan
perkawinan menjadi langkah hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan Pasal 22 dan
24 UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Contoh kasus konkret, pada
Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr, seorang suami memalsukan status
perkawinannya dan menikah tanpa izin, sehingga istri pertama menggugat pembatalan
perkawinan tersebut di Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
perlu ditelaah kembali persyaratan perkawinan poligami dikaitkan dengan Hak Asasi
Manusia dalam perkawinan dan keabsahan perkawinan poligami tanpa adanya
persetujuan istri pertama dan izin pengadilan agama dalam hal memberikan izin
perkawinan poligami.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal
dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum, yakni mengidentifikasi terhadap
sejumlah pengertian pokok/dasar dalam hukum yakni berupa masyarakat hukum,
subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek
hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan
poligami dikaitkan dengan hak asasi manusia dalam perkawinan dan perkawinan
poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama.
Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif, maka pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan
pendekatan kasus (Case Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual
Approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi
penelitian kepustakaan (Library Research). Bahan hukum yang didapat dianalisis
melalui metode interpretasi sistematis (de systematiche interpretatie) berdasarkan
logika deduk tif secara logis dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus.
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UU No. 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya mengatur bahwa dalam perkawinan,
seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki
satu suami (monogami). Namun, Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memberikan
pengecualian, dengan memungkinkan seorang suami mengajukan permohonan izin
untuk poligami melalui Pengadilan Agama, dengan syarat-syarat tertentu, seperti
persetujuan istri pertama, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri-
istri dan anak-anaknya, serta kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh
istri dan anak-anaknya. Selain itu, agar Pengadilan dapat mengabulkan permohonan
izin poligami, pengajuan tersebut harus memenuhi alasan bahwa istri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No.l Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami yang telah ditetapkan
oleh Undang-Undang serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan
poligami telah berpihak dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam
perkawinan diperkuat pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.
12/PUU-V/2007 yang menyatakan persyaratan poligami tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia.
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memberikan kesempatan bagi suami yang
ingin beristri lebih dari satu dengan memenuhi persyaratan dan alasan berpoligami
yang telah ditentukan. Selain itu, keberadaan persyaratan poligami dalam UU No. 1
Tahun 1974 Tentang perkawinan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak
istri, karena melibatkan persetujuan seorang istri yang terikat tali perkawinan yang sah
dan menempatkan kedudukan yang setara antara suami dan istri dalam perkawinan.
Serta sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya
hak-hak istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 371/Pdt.G/2022/PA Tgr merupakan
perkara perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan
istri pertama dan izin Pengadilan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah
karena tidak memenuhi persyaratan poligami yang telah ditetapkan oleh UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibatnya, perkawinan tersebut dapat dibatalkan
karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan
tersebut telah diatur pula dalam UU tersebut. Akibatnya, Perkawinan poligami pada
perkara Nomor 371/Pdt. G/2022/PA Tgr tersebut dibatalkan sudah tepat dan telah
sesuai dengan UU Perkawinan. Serta, pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan
Agama yang mengesahkan perkawinan poligami tersebut dianggap cacat prosedur
atau cacat hukum dan Akta Nikah yang diterbitkan menjadi tidak berkekuatan hukum.



Irmalia Utami. Desember 2024. PERKAWINAN POLIGAMI TANPA 1ZIN
PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
371/Pdt.G/2022/PA Tgr). Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing : H. Rachmadi
Usman.

ABSTRAK

Pemberian izin poligami bergantung pada terpenuhinya syarat dan alasan suami untuk
berpoligami sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan putusan Pengadilan
Agama Tenggarong Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr, poligami yang dilakukan tanpa
persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama telah melanggar persyaratan
dan alasan poligami. Penelitian hukum ini adalah dengan menelaah ketentuan-
ketentuan hukum positif peraturan-peraturan yang berlaku maupun bahanbahan
hukum lain, khususnya yang berhubungan dengan persyaratan poligami dikaitkan
dengan Hak Asasi Manusia dalam perkawinan perkawinan poligami tanpa adanya
persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama.

Hasil penelitian diperoleh bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat alasan, syarat dan prosedur
poligami, telah berpihak dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam
Perkawinan yang kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 12/PUU-V/2007 menyatakan bahwa persyaratan poligami tidak bertentangan
dengan UUD NRI 1945. Putusan Pengadilan Agama Tenggarong No. 371/Pdt.G/PA
Tgr sudah tepat, karena perkawinan poligami tanpa persetujuan istri dan izin dari
pengadilan pada tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena tidak memenuhi
persyaratan poligami yang berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pithak
bersangkutan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Maka, pencatatan
perkawinan poligami tersebut dianggap cacat hukum atau cacat prosedur dan akta
perkawinan poligami yang diterbitkan menjadi tidak berkekuatan hukum.

Kata kunci (keyword) : Poligami, Persyaratan Poligami, Hak Asasi Manusia,
Keabsahan Perkawinan Poligami
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